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MOTTO 

                                                                                              

 “Bahwasanya jual beli itu seperti riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba
1*

.” 

(QS. Al-Baqarah : 275) 

                                                           
 1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmo-

ro Grafindo Semarang, 1994 
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ABSTRAK 

Abdul Ghafur, 2023. Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fatwa Dsn-

Mui Nomor: 4/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Koperasi BMT-Maslahah 

Cabang Maesan) Dibimbing oleh Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I. 
Kata Kunci: Pembiayaan, Murabahah, BMT Maslahah. 

Persoalan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang 

Maesan, dimana Koperasi BMT-Maslahah melakukan transaksi murabahah 

dengan cara memberikan uang kepada nasabah (bukan barang). Poin 4 fatwa 

DSN-MUI tentang murbahah menyatakan "Bank membeli barang yang diperlukan 

pihak nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas 

riba,". Namun, dalam praktiknya, Koperasi BMT-Maslahah membebaskan nasa-

bah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang mereka inginkan. 

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa Koperasi 

BMT-Maslahah Cabang Maesan memberikan uang bukan barang dalam 

pembiayaan muranahah? 2. Bagaimana solusi pembiayaan murabahah di Koperasi 

BMT-Maslahah Cabang Maesan? 3. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah 

di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan dengan fatwa DSN-MUI No-

mor:4/DSN-MUI/IV/2000? Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mendeskripsi-

kan alsasan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan memberikan uang bukan 

barang dalam pembiayaan muranahah. 2. Untuk mendeskripsikan solusi 

pembiayaan  murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan. 3. Untuk 

mendeskripsikan praktek pembiayaan murabahah dengan fatwa DSN-MUI No-

mor:4/DSN-MUI/IV/2000. 

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan wa-

wancara, observasi dan dokumentasi yang mengambil lokasi di Koperasi BMT-

Maslahah Cabang Maesan yang beralamat di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, 

Kabupaten Bondowoso. Sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder 

dan primer dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik dalam keabsahan 

data. 

Hasil penelitian ini adalah 1. Dalam pembiayaan murabahah pada 

dasarnya BMT Maslahah Cabang Maesan yang harus membelikan barang yang 

dibutuhkan anggota, namun karena ada beberapa faktor yang membuat BMT 

tersebut sulit dalam membelikan barangnnya sehingga BMT memberikan uang 

bukan barang terhadap nasabahnya. 2. Terdapat solusi dalam pembiayaan 

murabahah di BMT maslahah cabang maesan yakni dengan menggunakan akad 

wakalah baik wakalah khusus maupun wakalah umum. Wakalah khusus 

digunakan saat anggota mengajukan pembiayaan sepeti pembelian motor. 

Sedangkan akad wakalah umum terdapat pada produk pembiayaan modal usaha. 

3. Syarat dan rukun dalam akad murabahah telah terpenuhi. Wakalah dalam 

Murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan telah sesuai dengan 

ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI dimana akad wakalah dalam transaksi ini 

dilakukan sebelum akad murabahah. Selanjutnya Jaminan dalam Transaksi 

Murabahah juga telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana jaminan yang 

anggota serahkan kepada pihak BMT bertujuan agar anggota serius tehadap 

barang pesanannya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan perbankan di Indonesia sangatlah pesat, tidak hanya 

bank konvensional yang menjalankan prosedur pada standar bunga tetapi juga 

bank syariah yang menjalankan prosedurnya dengan pedoman bagi hasil. Pe-

satnya kemajuan bank syariah tidak lepas dari berkembangnya jumlah bank 

syariah baru di Indonesia. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang 

memiliki kemampuan sebagai penghubung antara individu yang memiliki 

harta melimpah dengan individu yang membutuhkan keuangan yang dalam 

menyelesaikan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari-

ah
2
. 

Meskipun keuangan syariah akhir-akhir ini telah mengalami perkem-

bangan yang sangat pesat, masih ada banyak lembaga keuangan syariah non-

bank yang menggunakan norma-norma syariah dalam kegiatannya yang juga 

mengalami perkembangan pesat. Diantaranya adalah asuransi, koperasi, toko-

toko barang bekas, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dan juga lembaga 

keuangan bukan bank, seperti baitul mal wat tamwil (BMT). 

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah tempat usaha bebas terorgan-

isir yang substansi utamanya adalah bayt al-mal wa al-tamwil dengan materi 

menciptakan organisasi yang bermanfaat dan spekulasi dalam bekerja pada si-

fat latihan moneter dari orang-orang bisnis menengah dan kecil, antara lain, 

                                                           
2
 Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 4 
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melibatkan latihan menabung dan mendukung pembiayaan, selain itu, BMT 

juga dapat mengakui toko-toko zakat, infak, dan sumbangan, dan tentu saja 

sesuai dengan pedoman dan perintah
3
. 

BMT (Baitul Mal Wat Tamwil) adalah salah satu model paling seder-

hana dalam lembaga keuangan syariah yang sampai sekarang muncul di se-

luruh daerah Indonesia, bahkan sampai pada ribuan yang berpartisipasi dalam 

ekonomi masyarakat kelas bawah dan mencoba untuk menciptakan usaha 

yang berguna dan bermanfaat terhadap perekonomian masyarakat salah 

satunya bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 

kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan
4
. 

Sehubungan dengan unsur hukum yang mengatur tugas-tugas BMT 

sendiri, sebenarnya menyinggung undang-undang tidak resmi tentang 

koperasi untuk situasi ini undang-undang tidak resmi No. 9 tahun 1995, yang 

mengklarifikasi operasi simpan pinjam koperasi, diikuti oleh Peraturan Men-

teri Koperasi (PERMENKOP) No. Mengenai penggunaan pembiayaan sesuai 

syariah oleh koperasi dan pelaksanaan usaha simpan pinjam, lihat 

16/Per/M.KUKM/IX/2015. 

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS, misalnya BMT yang 

memberikan pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan mikro dan kecil 

merupakan jawaban bagi para pelaku usaha mikro maupun perorangan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Hal-hal pendukung Keberadaan BMT sangat vital 

sebagai sebuah lembaga yang menawarkan berbagai jenis bantuan bagi 

                                                           
3
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Pernada Media Group, 2009), 

468 
4
 Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Keuangan Mikro Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 49 
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pelaku bisnis dan masyarakat yang membutuhkan jasa layanan syariah. Oleh 

karena itu, kehadiran BMT memiliki dua kemampuan mendasar, khususnya 

memimpin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan spekulasi dalam 

mengerjakan sifat-sifat ekonomi dan administrasi moneter syariah, khususnya 

dengan memberdayakan kegiatan-kegiatan menabung dan mendukung 

kegiatan-kegiatan pembiayaan dan mendapatkan simpanan dana zakat, infak, 

dan sedekah serta meningkatkan penyalurannya sesuai dengan pedoman dan 

amanah. 

Istilah "pembiayaan" mengacu pada uang yang diberikan oleh satu 

pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk membantu dan mendukung in-

vestasi yang telah direncanakan yang dilakukan oleh pihak atau lembaga ter-

sebut. Model akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang 

paling umum atau aplikatif yang digunakan oleh lembaga keuangan saat ini. 

Di Indonesia, akad yang paling umum digunakan dalam praktik keuangan 

syariah adalah murabahah, yang merupakan bentuk perdagangan yang dapat 

diandalkan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, secara bertahap mura-

bahah telah mengalami berbagai perubahan yang berlawanan dengan 

pemikiran mendasarnya dalam fiqh mua-malat gaya lama. Ada beberapa 

modifikasi yang tidak menimbulkan masalah dalam hal standar dasar pera-

turan Islam, sehingga para ulama tidak mempermasalahkannya. Namun, ada 

beberapa model modifikasi yang menimbulkan masalah dan memicu diskusi
5
. 

                                                           
5
 Ah. Azharuddin Lathif, Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah, Ang-

gota Komite Bidang Advokasi, Penelitian, dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Masyara-

kat Ekonomi Syariah (MES) 
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BMT bertindak sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah da-

lam pembiayaan murabahah. BMT membeli barang dagangan dan mena-

warkannya kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli, dit-

ambah dengan keuntungan. Nasabah harus diberitahu oleh BMT mengenai 

biaya-biaya yang diperlukan dan harga pokok barang yang diminta. Selain 

itu, nasabah wajib diberitahu tentang semua aspek proses pembelian oleh 

BMT. 

Karena pertumbuhan BMT yang pesat, fakta bahwa akad murabahah 

dalam produk penyaluran dana masih mendominasi praktik operasional di 

BMT kini menjadi fokus penelitian tersendiri. Azharudin mengatakan bahwa 

skema murabahah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, baik 

bank maupun non-bank, karena prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan 

dengan cukup ketat dan konsisten, sehingga risiko kerugian bagi lembaga 

keuangan syariah menjadi sangat rendah. Sesuai dengan penilaian sebe-

lumnya, menurut Chudory, kekuatan dukungan terhadap akad murabahah ter-

jadi karena pendanaan ini secara umum lebih sedikit mengandung unsur per-

judian dan lebih aman bagi mitra
6
. 

Sebuah lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan syariah, Koperasi 

BMT-Maslahah Cabang Maesan meminjamkan uang kepada individu yang 

kurang mampu secara finansial dalam upaya untuk membantu mereka sukses 

dalam hidup. Berdasarkan data yang penyusun dapatkan dari kunjungan uta-

ma sebelum penelitian diarahkan (pra penelitian) bahwa pembiayaan yang 

                                                           
6
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1998) 82.  
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saat ini dilakukan oleh BMT tersebut adalah pembiayaan dengan model mu-

rabahah. 

Persoalan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang 

Maesan, dimana Koperasi BMT-Maslahah melakukan transaksi murabahah 

dengan cara memberikan uang kepada nasabah (bukan barang), kemudian 

menghadirkan sebuah fenomena yang menggelitik. "Bank membeli barang 

yang diperlukan pihak nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini ha-

rus sah dan bebas riba," demikian bunyi poin 4 fatwa DSN-MUI tentang 

murbahah. Namun, dalam praktiknya, Koperasi BMT-Maslahah membebas-

kan nasabah untuk mencari sendiri barang atau kendaraan yang mereka 

inginkan. 

Hal ini juga terlihat ketika nasabah datang ke Koperasi BMT-Maslahah 

Cabang Maesan, brosur yang berisi plafond pembiayaan atau pokok pem-

biayaan dan jangka waktu angsuran yang akan dilakukan adalah hal pertama 

yang diberikan kepada nasabah. Barang dan kendaraan yang diinginkan nasa-

bah tentu tidak dicantumkan dalam brosur ini, melainkan jumlah angsuran 

dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sampai di sini, jelas bahwa uang, bukan ba-

rang-barang seperti itu, yang menjadi tujuan utama. Sementara itu, fatwa 

DSN-MUI tentang murabahah telah mengatur dengan jelas mengenai hal ini. 

Pembuatnya memanfaatkan survei fatwa DSN-MUI dengan alasan 

bahwa sebenarnya fatwa tersebut sudah dibuat terlebih dahulu dan juga sudah 

dicek sesuai dengan sudut pandang peraturan Islam dan prinsip-prinsip Islam 

yang ada sehingga terbangunlah sebuah fatwa yang digunakan sebagai aturan 
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perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya. Perkembangan Koperasi 

BMT-Maslahah Cabang Maesan yang semakin membaik dari tahun ke tahun 

menjadi alasan kami memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian. Respon 

masyarakat terhadap pendirian BMT ini sangat positif, dan masyarakat sangat 

merasakan manfaat dari produk dan layanan BMT ini. Pertumbuhan dan re-

spon masyarakat cukup positif. Di Koperasi BMT-Maslahah, mayoritas pem-

biayaan dengan akad murabahah adalah untuk kebutuhan konsumtif seperti 

membeli motor dan kebutuhan lainnya. Hal ini dengan alasan bahwa indi-

vidu-individu yang menjadi pusat sebagian besar adalah individu kelas bawah 

yang membutuhkan kendaraan bermotor untuk membantu pekerjaan mereka. 

Berdasarkan paparan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pembiayaan Murabahah Dalam Prespektif Fat-

wa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Koperasi BMT-

Maslahah Cabang Maesan)”. 

B. Fokus Penelitian 

Peneliti mengidentifikasi sejumlah masalah yang dapat menjadi fokus 

utama penelitian berdasarkan latar belakang yang telah ditelaah. Berikut ini 

adalah beberapa contoh rumusan masalah: 

1. Mengapa Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan memberikan uang 

bukan barang dalam pembiayaan muranahah? 

2. Bagaimana solusi pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah 

Cabang Maesan? 
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3. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah 

Cabang Maesan dengan fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000? 

C. Tujuan Penelitian 

Ditulisnya penelitian dengan judul Pembiayaan Murabahah Dalam 

Prespektif Fatwa Dsn-Mui Nomor: 4/Dsn-Mui/Iv/2000 (Studi Kasus Koperasi 

Bmt-Maslahah Cabang Maesan)  memiliki tujuan sebagai berikut: 

1.   Untuk mendeskripsikan alsasan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan 

memberikan uang bukan barang dalam pembiayaan muranahah. 

2.  Untuk mendeskripsikan solusi pembiayaan  murabahah di Koperasi BMT-

Maslahah Cabang Maesan. 

3.  Untuk mendeskripsikan praktek pembiayaan murabahah dengan fatwa 

DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000. 

D. Manfaat Penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai. Penelitian ini memiliki banyak manfaat, be-

berapa di antaranya adalah: 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu penge-

tahuan dalam hal ini kemajuan dan perkembangan pembiayaan murabahah 

menurut sudut pandang fatwa DSN-MUI. Selain itu, penelitian ini juga di-

harapkan dapat menambah referensi baru bagi para ahli dan cendekiawan 

yang ingin mengetahui permasalahan yang sama dengan para ilmuwan. 
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2. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan ini dipercaya dapat menjadi eksplorasi logis yang mampu 

menjadi laporan dan diharapkan dapat memberikan pengalaman baru 

bagi para ilmuwan. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dan 

menjadi referensi bagi penelitian UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jem-

ber, khususnya yang berkaitan dengan regulasi moneter syariah. 

c. Bagi para ahli, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbang-

sih pemikiran bagi pemerintah atau lembaga terkait, khususnya bagi 

pengurus BMT-Maslahah Cabang Maesan dalam rangka memajukan 

BMT untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah setempat. 

d. Bagi daerah setempat, penelitian ini diharapkan dapat menambah data 

dan informasi publik tentang sirkulasi murabahah yang mendukung 

arus kas usaha bagi daerah setempat untuk membina usahanya. 

E. Definisi Istilah 

Arti istilah sangat penting untuk memahami istilah-istilah penting 

yang menjadi titik fokus eksplorasi dalam judul. Hal ini diperlukan agar 

tidak terjadi kesalahpahaman akan arti penting dari istilah tersebut seperti 

yang diharapkan oleh pembuatnya.
7
 Hal ini juga menjadi penjelasan 

singkat tentang isi dari tulisan ini. 

1. Pembiayaan Murabahah 

                                                           
7
 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 91 
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Istilah "pembiayaan" mengacu pada penyediaan dana dengan 

tujuan memfasilitasi usaha patungan atau investasi yang telah diantisipasi. 

Dalam arti sempit, istilah "pembiayaan" mengacu pada pendanaan yang 

diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan
8
. 

Secara etimologis, dalam referensi kata Al-Muhith, kata muraba-

hah berasal dari kata ar-ribhu yang menyiratkan kelimpahan atau tamba-

han (keuntungan), dan yang menyiratkan penawaran produk pada harga 

pokok barang dagangan di samping keuntungan yang disepakati
9
. 

Pendanaan murabahah adalah jenis kantor pendukung atau moneter 

sesuai dengan standar syariah dalam Islam. "Murabahah", yang berarti 

"pembelian dengan keuntungan", berasal dari bahasa Arab. Penjualan 

barang dengan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya antara pihak 

yang membiayai (bank atau lembaga keuangan lainnya) dengan pemohon 

pembiayaan dikenal dengan pembiayaan murabahah. 

Dalam pembiayaan murabahah, bank atau lembaga keuangan akan 

membeli barang dagangan yang diinginkan oleh calon nasabah dengan 

harga pokok pembelian. Barang tersebut kemudian akan dijual oleh bank 

kepada pemohon pembiayaan dengan harga yang lebih tinggi. Pemohon 

pembiayaan diwajibkan untuk menyertakan dalam pembayaran 

keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual 

yang ditentukan di muka. 

                                                           
8
 Muhammad, Manajemen Bank Syariah. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 22. 

9
 Isnawati Rais dan Hasanuddin, Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Pada LKS, (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2011), 87 
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Biasanya, pembiayaan murabahah digunakan untuk membiayai 

aset berharga seperti kendaraan, mesin, atau barang modal lainnya. 

Pembiayaan ini membantu calon nasabah untuk mendapatkan barang yang 

diinginkan tanpa harus menyerahkan uang tunai secara langsung. Sebagai 

gantinya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, pemohon akan 

membayar barang tersebut dengan cicilan bulanan atau kuartalan. 

Karena tidak melibatkan unsur bunga (riba), pembiayaan 

murabahah sesuai dengan hukum syariah. Selisih antara harga jual dan 

harga beli merupakan sumber keuntungan bank atau lembaga keuangan, 

bukan bunga atau riba. Selain itu, pembiayaan murabahah menganut 

prinsip transparansi, yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk 

mengetahui harga beli dan keuntungan yang disepakati. 

Perlu dicatat bahwa bank atau lembaga keuangan yang berbeda 

mungkin memiliki definisi yang berbeda tentang pembiayaan Murabahah 

dan cara menggunakannya. Oleh karena itu, Anda harus terus 

menyinggung persyaratan dan pengaturan khusus yayasan saat mencari 

pendanaan Murabahah. 

2. Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000 

Secara etimologis, fatwa berarti nasihat, arahan, dan jawaban atas 

pertanyaan yang berhubungan dengan hukum. Dalam istilah ushul fiqh, 

fatwa dipahami sebagai penilaian yang dikomunikasikan oleh seorang mu-

jtahid atau fakih sebagai jawaban yang diberikan oleh peminta fatwa atas 
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suatu situasi yang tidak diberikan
10

. Dengan demikian, fatwa adalah 

penilaian sah yang tidak membatasi yang diberikan karena masalah 

hukum. Fatwa dalam syariat adalah memahami hukum syariat yang 

mengatur suatu masalah berdasarkan pertanyaan dari individu atau ke-

lompok yang jelas atau tidak jelas. 

F. Sistematika Pembahasan 

Uraian mengenai alur pembahasan tesis dari pendahuluan hingga kes-

impulan disertakan dalam sistematika pembahasan. Berikut ini adalah 

sistematika pembahasan tesis ini: 

Bab I: Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Definisi Istilah serta Sistematika Pembahasan yang 

digunakan oleh peneliti dibahas dalam bab pendahuluan ini. 

Bab II : Bab ini memberikan gambaran umum tentang penelitian terdahulu 

serta kajian teori. 

Bagian III: Metode dan jenis penelitian, lokasi, subjek, dan objek 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan keabsahan 

data dibahas dalam bab ini. 

Bagian IV: Pembahasan: Fokus analisis dan pembahasan masalah 

penelitian dipaparkan dalam bab ini, yang meliputi: pemanfaatan pem-

biayaan akad murabahah menurut fatwa DSN-MUI dan fikih muamalat. 

Bab V : Penutup, yang berisi sinopsis dari sekian banyak pembicaraan dan 

dibingkai dalam beberapa bagian sebelumnya beserta gagasan dan usulan 

                                                           
10

 R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritati, (Jakarta: 

Serambi Ilmu Semesta, 2004 ), 542. 
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yang menyinggung atau berasal dari konsekuensi eksplorasi, pembicaraan, 

dan penyelesaian akhir penelitian, gagasan dan usulan yang menyinggung 

atau berasal dari konsekuensi eksplorasi, pembicaraan, dan penyelesaian 

akhir penelitian. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Tujuan dari penelitian terdahulu adalah guna mendapatkan per-

bandingan, acuan serta menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Ada-

pun kajian pustaka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu 

sebagai berikut: 

1. Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Fath 

IKMT Pamulang merupakan judul skripsi Andi Hamzah tahun 2011 

dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini menjelaskan ten-

tang seberapa besar dampak dari penyaluran pembiayaan murabahah 

yang dilakukan di BMT Al-Fath IKMT Pamulang. Temuan penelitian 

ini membawa kita pada kesimpulan bahwa pembiayaan dengan kontrak 

murabahah hanya boleh dilakukan ketika penjual (BMT) telah menge-

tahui tentang barang tersebut atau memilikinya ketika mereka bernego-

siasi atau menandatangani kontrak. Koperasi BMT-Maslahah yang 

menjadi subjek penelitian peneliti ini didasarkan pada perspektif Fatwa 

DSN-MUI. Yang membedakan antara keduanya hanyalah nama BMT-

nya saja
11

. 

2. Ubaedul Mustofa menulis skripsi pada tahun 2012 untuk Institut Aga-

ma Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Analisis Hukum 

Islam terhadap Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Modal Ker-

                                                           
11

 Andi Hamzah, Analisis Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BMT Al-Fath IKMT Pamulan 

( Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). 
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ja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu." 

Implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja 

menjadi pokok bahasan dalam penelitian tersebut, demikian juga 

dengan tinjauan hukum Islam terhadap akad murabahah. Konsekuensi 

dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan akad murabahah pada 

produk pembiayaan modal kerja belum memenuhi ketentuan syariah. 

Hal ini dikarenakan adanya akad wakalah yang dilakukan secara ber-

samaan dalam pelaksanaannya. Kondisi eksplorasi dengan pemerik-

saan spesialis ini adalah pembicaraan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan akad murabahah, hanya saja yang menjadi permasalahan 

adalah pada objek eksplorasi, khususnya BMT-Maslahah Ber-

manfaat
12

. 

3. Hasil penelitian berupa Jurnal yang dijadikan referensi selanjutnya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Kelik Wardiono dengan judul 

Baitul Maal wat-Tamwil: Deskripsi tentang Kegiatan Usaha BMT da-

lam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah. Jurnal ini memaparkan peri-

hal klausul-klausul yang terdapat dalam produk musyarakah yang 

ditawarkan oleh Koperasi BMT yang beraktivitas di Surakarta, yang 

beberapa kesimpulannya yaitu: klausul yang mengatur subjek hukum 

dalam pembiayaan musyarakah, dilihat dari prespektif perundang-

undangan dan subjek ini telah memenuhi ketentuan dalam Fatwa De-

wan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia tentang Musyarakah. 

                                                           
12

 Ubaedul Mustofa, Analisis Hukum Islam terhadap Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan 

Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2S) Bank Mega Syariah Kaliwungu, (Skripsi Institut 

Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 2012) 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pembahasan 

pembiayaan yang terjadi di BMT sedangkan perbedaannya adalah ter-

letak pada pembiayaan murabahah dan musyarakah
13

. 

4. Penelitian Azhar Muttaqin, yang diterbitkan dalam jurnal Model Pem-

biayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Mensejahtera-

kan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), menjadi referensi berikutnya. 

Eksplorasi ini berpusat pada tugas BMT dalam membina Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) bantuan pemerintah. Kondisi eksplorasi ini 

dengan eksplorasi spesialis adalah perbincangan mengenai pendamp-

ingan yang terjadi di BMT, hanya saja memiliki perbedaan pada objek 

eksplorasi dimana eksplorasi ini berpusat pada UKM
14

. 

5. Rujukan berikutnya adalah skripsi Arif Syarifuddin, yang berjudul 

Mekanisme Pembiayaan Mudharabah untuk Usaha Kecil dan Menen-

gah di BMT Al-Karim Cipulir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui mekanisme dan strategi pemberian pembiayaan serta so-

lusi dari tantangan yang dihadapi BMT Al-Karim dalam memberikan 

pembiayaan mudharabah untuk usaha kecil dan menengah. Fokus uta-

ma penelitian ini adalah implementasi pembiayaan mudhara-bah BMT 

Al-Karim untuk usaha kecil dan menengah. Kedekatan eksplorasi ini 

dengan pemeriksaan ilmuwan adalah tindakan pendanaan di BMT se-

mentara perbedaan antara pemeriksaan dan pemeriksaan spesialis ada-

                                                           
13

 Kelik Wardiono,  Baitul Maal wat-Tamwil: Deskripsi tentang Kegiatan Usaha BMT dalam Pen-

yaluran Pembiayaan Musyarakah, Institut Journal 19 (2015), 122. 
14

 Azhar Muttaqin, Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Peranannya dalam Mense-

jahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jurnal Ekonomi Islam VII (2020), 24. 
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lah dalam jenis perjanjian, lebih spesifik murabahah dan mudharabah 

pendukung
15

. 

B. Kajian Teori 

Pembahasan pada poin ini berfokus pada teori yang digunakan sebagai 

komponen perspektif dalam penelitian. Dalam membicarakan hipotesis ini 

secara luas dan dari atas ke bawah yang juga akan memperluas pemahaman 

pembuatnya dalam menganalisis masalah yang akan dibahas berdasarkan 

masalah yang disajikan dan tujuan tinjauan.
16

Adapun kajian teori yang akan 

di bahas daam penelitian ini diantaranya: 

1. Pembiayaan Murabahah 

a. Pengertian Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan adalah sebuah kantor sebagai perbankan atau 

BMT yang memberikan kredit kepada pemegang utang atau individu 

yang direncanakan yang kekurangan dan untuk sebuah usaha, dimana 

debitur diharapkan untuk memberikan porsi setiap jangka waktu 

tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama 

pada awal kesepakatan kedua belah pihak
17

. 

Sedangkan Kasmir mengatakan bahwa pembiayaan adalah 

suatu cara untuk mendapatkan uang atau membayar tagihan berdasar-

kan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

menyatakan bahwa uang yang dipinjam harus dikembalikan dalam 

                                                           
15

 Arif Syarifuddin, Mekanisme Pembiayaan Mudharabah untuk Usaha Kecil dan Menengah di 

BMT Al-Karim Cipulir (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018). 
16

 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 92. 
17

 Rianto, N. Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. (Bandung: Alfabeta. 2012), 53. 



17 

 

jangka waktu tertentu
18

. 

Menurut kamus Al-Muhith, kata "murabahah" berasal dari kata 

"ar-ribhu," yang berarti "kelebihan" atau "tambahan keuntungan." 

Penjualan barang dengan harga barang ditambah keuntungan yang di-

sepakati adalah arti dari istilah "murabahah"
19

. 

Dari segi terminologi, para peneliti terdahulu mendefinisikan 

murabahah sebagai jual beli dengan modal dan keuntungan yang 

diketahui. Adiwarman A. Karim mendefinisikan murabahah sebagai 

jual beli barang dengan penjual dan pembeli menyepakati harga 

perolehan dan keuntungan. Akad murabahah adalah akad jual beli 

suatu barang dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang di-

sepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini, penjual mem-

beri tahu pembeli tentang harga perolehan dan keuntungan yang di-

inginkan. Kontrak ini dikodifikasikan dalam perbankan syariah
20

.  

a. Tujuan Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi 2 

kelompok yaitu, tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tingkat 

makro. Secara makro pembiyaan bertujuan
21

: 

1) Memungkinkan individu yang tidak mampu mengakses ekonomi 

untuk melakukannya dengan menyediakan pembiayaan. Sehingga 

                                                           
18

 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. (Jakarta: PT Rajagrafindo. 2008), 62. 
19

 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Press, 

2011),  70 
20

 A.karim, 71. 
21

 Arifin, R. Islamic Banking:Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

30. 
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dapat bekerja pada tingkat keuangan. 

2) Tersedianya aset untuk peningkatan usaha, karena untuk kemajuan 

usaha membutuhkan aset tambahan. Aset tambahan ini dapat di-

peroleh dengan melakukan latihan-latihan pendukung. 

3) Peningkatan efisiensi, adanya pembiayaan memberikan pintu yang 

terbuka bagi usaha daerah untuk memperluas daya kreasi. 

4) Menciptakan lapangan kerja baru: Sektor usaha akan menyerap 

tenaga kerja jika tambahan dana pembiayaan digunakan untuk 

menciptakan lapangan kerja baru. 

5) Karena adanya distribusi pendapatan, komunitas usaha produktif 

dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Sedangkan tujuan pembiayaan mikro adalah: 

1) Upaya memaksimalkan aset; tujuan utama dari setiap usaha baru 

adalah untuk menghasilkan keuntungan. Setiap pelaku usaha harus 

memiliki pilihan untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini membu-

tuhkan dukungan keuangan yang memadai untuk mencapai keun-

tungan yang maksimal. 

2) Upaya untuk mengurangi risiko Pengusaha harus dapat mengurangi 

risiko agar dapat menjalankan bisnis yang sukses yang me-

maksimalkan keuntungan. 

b. Dasar Hukum Pembiayaan Murabahah 

1) QS. Al-Baqarah 275 
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يْطٰنُ  الََّذِيْنَ يََْكُلُوْنَ الرّبِٰوا لََ يَ قُوْمُوْنَ اِلََّ كَمَا يَ قُوْمُ الَّذِيْ يَ تَخَبَّطوُُ الشَّ
ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الرّبِٰ  اَ الْبَ يْعُ مِثْلُ الرّبِٰواۘ وَاَحَلَّ اللّّٰ ا اِنََّّ واِّۗ مِنَ الْمَسِِّّۗ ذٰلِكَ بِِنَ َّهُمْ قاَلُوْْٓ

نْ رَّبِّو وْعِ مَ فَمَنْ جَاۤءَه   عَادَ  وَمَنْ  اللِّّٰ  اِلَ  وَامَْرُهْٓ  سَلَفَِّۗ  مَا فَ لَو فاَنْ تَ هٰىظَةٌ مِّ
كَ  ىِٕ

ٰۤ
هَا ىُمْ  النَّارِ  اَصْحٰبُ  فاَوُل دُوْنخٰلِ  فِي ْ  

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan 

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual 

beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli 

dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya da-

hulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Ba-

rangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka 

kekal di dalamnya”. 

2) QS. An-Nisa‟ 29 

نَكُمْ بِِلْبَاطِلِ اِلََّْٓ اَنْ تَكُوْنَ تِِاَرةًَ  ا اَمْوَالَكُمْ بَ ي ْ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْا لََ تََْكُلُوْْٓ يْٰٰٓ
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ا انَْ فُسَكُمْ ِّۗ اِنَّ اللّّٰ نْكُمْ ِّۗ وَلََ تَ قْتُ لُوْْٓ  عَنْ تَ رَاضٍ مِّ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 

suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. 

3) QS. Al-Ma'idah 1 

لٰى  ا اَوْفُ وْا بِِلْعُقُوْدِِّۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بََيِْمَةُ الَْنَْ عَامِ اِلََّ مَا يُ ت ْ يَ ُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُ وْْٓ يْٰٰٓ
َ يََْكُمُ مَا يرُيِْد رَ مُُِلِّى الصَّيْدِ وَانَْ تُمْ حُرُمٌِّۗ اِنَّ اللّّٰ  عَلَيْكُمْ غَي ْ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah 

janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan 

disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika 

kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah 

menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. 

4) Hadis Nabi SAW 

عَنْ أَبِْ سَعِيْدٍ الْْدُْرِيْ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَآلِوِ وَسَلَّمَ 
اَ الْبَ يْعُ عَنْ تَ رَاضٍ، رواه البيهقي وابن ماجو وصححو ابن حبان  قاَلَ: إِنَِّّ

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama 

suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh 
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Ibnu Hibban). 

5) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah 

يْعُ أَنَّ النَّبَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَآلِوِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَ ركََةُ: الَْب َ 
عِيِْْ للِْبَ يْتِ لََ لِلْبَ يْعِ رواه ابن ماجو عن  إِلَ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُِّ بِِلشَّ

 صهيب

Artinya : Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung 

berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan 

mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tang-

ga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 

Karena keumuman ayat tersebut, maka jual beli murabahah di-

perbolehkan berdasarkan hadis dan ayat sebelumnya. Allah berfirman: 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun 

Allah tidak secara khusus menyatakan bahwa Dia telah menghalalkan 

jual beli salam, khiyar, atau murabahah, namun secara umum Allah te-

lah menghalalkan jual beli barang-barang tersebut. Kemudian, ketika 

Allah mengharamkan sesuatu, Dia secara khusus merujuk pada riba. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perdagangan yang diizinkan 

secara signifikan lebih banyak daripada perdagangan yang dilarang. 

c. Rukun dan Syarat 

Suatu akad harus memenuhi dua hal pokok yaitu, rukun dan 

syarat. Rukun merupakan unsur-unsur yang harus ada dan harus di-

penuhi saat akad berlangsung serta merupakan esensi dari akad. Se-

dangkan syarat adalah sifat- sifat yang melekat pada setiap akad. 

Mayoritas ulama berpendapat, bahwa yang termasuk dalam rukun 
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akad adalah sebagai berikut
22

: 

1) Shighot (formulasi) ijab dapat diwujudkan dengan sebuah ucapan 

lisan, tulisan, isyarat bagi yang tidak mampu berbicara atau menu-

lis, sarana komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan yang 

menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu 

akad yang umumnya dikenal dengan istilah al-mu‟athah. 

2) Pelaku yang melakukan akad disyaratkan harus mukallaf (aqil 

baligh, berakal sehat dan sudah dewasa atau cakap hukum). Se-

dangkan batasan umur pelaku untuk keabsahan suatu akad dikem-

balikan kepada urf atau peraturan perundang- undangan yang ber-

laku dan menjamin kemaslahatan para pihak 

3) Objek akad. Syarat yang harus dipenuhi dalam hal objek akad ha-

rus memenuhi 4 (emapat) hal: 

a) Ketika akad berlangsung objek akad harus ada secara konkret 

(terlihat secara fisik), atau bisa diperkirakan akan ada dimasa 

yang akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad 

salam, istishna. 

b) Objek akad harus sah menurut hukum Islam. 

c) Objek harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak 

harus dapat diserahkan saat itu juga. 

d) Objek akad harus jelas dan mu‟ayyan (dapat ditentukan) dan 

harus diketahui oleh para pihak. Selain ada larangan Nabi, 
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ketidakjelasan akad juga berpotensi menimbulkan perselisihan 

dan persengketaan dikemudian hari, hal ini harus dihindari. Se-

dangkan mengenai penentuan kejelasan suatu objek akad, adat 

istiadat mempunyai peranan penting dalam hal ini. 

4) Maudhu al-aqd atau tujuan utama akad. Yang dimaksud dengan 

Maudhu al-aqd adalah tujuan utama untuk apa akad tersebut dil-

akukan. Menurut hukum Islam, yang menentukan tujuan hukum 

akad adalah al-musyarri (yang menetapkan syariat, yaitu Allah). 

Dengan kata lain, akibat hukum suatu akad hanya diketahui me-

lalui syariat dan harus sejalan dengan syariat. Semua bentuk akad 

yang tujuannya bertentangan dengan syariat (hukum Islam) adalah 

tidak sah, dan akan menimbulkan akibat hukum; misalnya menjual 

barang yang diharamkan oleh syariat Islam seperti minuman keras 

(al-khamr). Menurut hukum Islam, jual beli atas barang yang diha-

ramkan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan dari penjual 

kepada pembeli. 

Syarat dan rukun pembiayaan murabahah menurut Veithzal 

Riva‟i dan Andria Permata Veithzal rukun dan syarat adalah: 

1) Syarat pembiayaan Murabahah. 

a) Syarat yang berakad (ba‟i dan musytari) cakap hukum dan tid-

ak dalam keadaan terpaksa. 

b) Barang yang diperjualbelikan (mabi‟) tidak termasuk barang 

yang haram dan jenis maupun jumlahnya harus jelas. 
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c) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan 

(harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pem-

bayarannya disebutkan dengan jelas. 

d) Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan me-

nyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad. 

2) Rukun pembiayaan Murabahah. 

a) Ba‟i (penjual) 

b) Musytari (pembeli) 

c) Mabi‟ (barang yang diperjual-belikan) 

d) Tsaman (harga barang) 

e) Ijab qabul (pernyataan serah terima) 

d. Masa Berakhirnya Akad 

Dalam hukum Islam, perjanjian atau akad yang dibuat oleh pa-

ra pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut
23

: 

1) Berakhirnya masa berlaku perjanjian atau akad. 

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat ka-

pan suatu perjanjian atau akad akan berakhir, sehingga dengan 

berjalannya waktu maka secara otomatis perjanjian atau akad ter-

sebut akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para 

pihak (kesepakatan bersama). 

2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. 

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang me-
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langgar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui ji-

ka dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau 

penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut objek perjanjian atau 

akad (error in object), maupun orangnya (error in person). 

3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia 

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang 

membutuhkan adanya kompetensi khas. Sedangkan jika perjanjian 

dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk 

uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Se-

bagai contoh, ketika seseorang membuat perjanjian pinjam uang, 

kemudian dia meninggal dunia sebelum mengembalikan pin-

jamannya maka kewajiban mengembalikan hutang tersebut ada 

pada ahli waris. 

e. Pokok-Pokok yang Diatur dalam Akad Murabahah 

Pokok-pokok yang diatur dalam akad murabahah adalah se-

bagai berikut
24

: 

1) Subjek Perjanjian 

Dalam hal ini, bank bertindak selaku penjual dan nasabah 

bertindak selaku pembeli. 

2) Hal spesifik yang harus dipenuhi dalam akad murabahah: 

a) Barang telah dimiliki oleh penjual dan barang yang diperjual-

belikan tersebut bukan merupakan barang yang diharamkan 
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oleh syariat Islam. 

b) Keuntungan dan risiko di tangan penjual. 

c) Harus ada informasi harga dan biaya yang wajar. 

d) Informasi keuntungan yang jelas. 

e) Bank maupun nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas riba. 

3) Unsur kesepakatan (ijab qabul) 

a) Dalam akad harus ada pernyataan yang tegas mengenai: 

b) Harga barang, yang terdiri dari harga beli bank, keuntungan 

yang diambil oleh bank, dan harga jual dari bank. 

c) Cara pembayaran, apakah tunai atau dengan cicilan 

d) Jika dilakukan dengan cicilan, harus diperhitungkan jangka 

waktu pembayarannya. 

e) Apabila terjadi kegagalan pembayaran (event of default), ha-

ruslah ditetapkan mengenai: 

1. Apakah yang menyebabkan kegagalan tersebut. Apabila ka-

rena force majeur (kejadian yang tidak bisa diantisipasi atau 

dikendalikan), biasanya akan dilakukan penjadwalan ulang 

untuk melunasinya. Apabila karena kelalaian nasabah, bank 

berhak mengenakan penalti sebagai hukuman yang men-

didikbagi nasabah bersangkutan. 

2. Jika memang sudah macet sepenuhnya, harus ditentukan ta-

ta cara pengembalian modal yang sudah dikeluarkan oleh 
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bank. 

f. Aplikasi Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada lembaga keu-

angan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa DSN Nomor 04/DSN-

MUI/IV/2000 ketentuan murabahah pada perbankan syariah adalah 

sebagai berikut
25

: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Is-

lam. 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pem-

belian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungann-

ya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga 

pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
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7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli ba-

rang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Menurut Muhammad Taqi Usmani dalam bukunya Introduc-

tion to Islamic Finance, pada dasarnya murabahah merupakan salah 

satu jenis jual beli dan bukanlah model pembiayaan sebagaimana yang 

dipraktikkan dalam perbankan syariah saat ini. Model pembiayaan 

yang ideal dalam Islam sebenarnya adalah mudharabah dan 

musyarakah. Namun pada praktiknya, kedua metode ini agak sulit un-

tuk diaplikasikan dalam beberapa bentuk pembiayaan. Berdasarkan 

alasan ini, para pakar ekonomi syariah dan ulama kontemporer mem-

bolehkan penggunaan murabahah untuk kegiatan pembiayaan, tapi 

hanya bersifat terbatas/sementara selama mudharabah dan 

musyarakah belum bisa dipraktikan secara maksimal 

Ada beberapa tipe penerapan murabahah dalam perbankan 

syariah yaitu sebagai berikut
26

: 

1) Tipe pertama, penerapan murabahah adalah tipe konsisten terhadap 
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fiqih muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang 

akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. 

Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah 

dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kese-

pakatan. 

2) Tipe kedua, mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan 

kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan 

pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual per-

tama/supplier. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang 

setelah sebelumnya melakukan perjanjian murabahah dengan 

bank. 

3) Tipe ketiga, Tipe ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank 

syariah. Bank melakukan perjajian murabahah dengan nasabah, 

dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada na-

sabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana la-

lu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangi tanda 

terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk 

menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank 

karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. 

2. Ketetapan Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000 

a. Ketetapan Pembiayaan Murabahah 

Menurut Yusuf Qardhawi fatwa secara syara‟ adalah men-

erangkan hukum syara‟ dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari 
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pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas 

maupun tidak. Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban 

hukum (legal opinion) tidaklah bersifat mengikat, dimana seseorang 

yang meminta fatwa (mustafti) baik secara perseorangan maupun lem-

baga atau masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang 

diberikan kepadanya
27

. Fatwa DSN-MUI Nomor 4 Tahun 2000 men-

jelaskan tentang murabahah. Adapun Dewan Syariah Nasional-MUI 

mengeluarkan fatwa ini atas dasar beberapa pertimbangan, diantaranya 

adalah: 

1) Bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana 

dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli. 

2) Bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan 

dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank sya-

riah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, 

yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya 

kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang 

lebih sebagai laba. 

3) Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa 

tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syariah. 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

dalam fatwa 43 tahun 2004 tentang ta‟widh(Ganti Rugi) memutuskan 

beberapa point yaitu diantaranya: 

                                                           
27

 Suad Qurrotul Aini, Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 terhadap 

denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang 

Blauran Surabaya, (Skripsi Sarjana; Fakutas Syariah dan Hukum: Surabaya, 2019), 40. 



30 

 

Pertama, Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas 

riba. 

2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kualifikasinya. 

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pem-

belian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungann-

ya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga 

pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 

nasabah. 

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli ba-

rang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 

Kedua, Ketentuan Murabahah kepada Nasabah: 
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1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu ba-

rang atau aset kepada bank. 

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli ter-

lebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan na-

sabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang te-

lah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 

kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk mem-

bayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesan-

an. 

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 

riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 

nasabah. 

7) Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari 

uang muka, maka: 

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 

tinggal membayar sisa harga. 

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 

pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, na-
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sabah wajib melunasi kekurangannya. 

Ketiga, Jaminan dalam Murabahah: 

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 

pesanannya. 

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 

dapat dipegang. 

Keempat, Utang dalam Murabahah: 

1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi mura-

bahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan na-

sabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah 

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, 

ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. 

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran be-

rakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 

tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta ke-

rugian itu diperhitungkan. 

Kelima, Penundaan Pembayaran dalam Murabahah: 

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 

penyelesaian utangnya. 

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau ji-

ka salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
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penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah 

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.  

Keenam, Bangkrut dalam Murabahah: Jika nasabah telah 

dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus 

menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau ber-

dasarkan kesepakatan. 

b. Potongan Harga Dalam Pembiayaan Murabahah 

Salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah jual beli di-

mana LKS akan memberi barang kepada produsen yang kemudian di-

jual kembali kepada nasabah. Pada saat pembelian barang terkadang 

LKS mendapatkan diskon atau potongan harga dari produsen, agar tid-

ak terjadi kesalahan, dewan syariah nasional telah menetapkan fatwa 

NO: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murabahah dise-

butkan Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari sup-

plier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. 

Oleh karena itu, diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian 

diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan ber-

dasarkan perjanjian (per-setujuan) yang dimuat dalam akad. Dalam 

akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan 

ditandatangani. 

c. Penyelesaian Piutang Murabahah 

Dalam fatwa DSN NO: 84/DSN-MUI/II/2005 Penyelesaian 
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Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. LKS 

boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah 

yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah 

dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 

1) Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada 

atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; 

2) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; 

3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengem-

balikan sisanya kepada nasabah; 

4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 

tetap menjadi utang nasabah; 

5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS 

dapat membebaskannya; 

Selanjutnya, Jika salah satu pihak tidak menunaikan 

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak 

terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase 

Syari‟ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musya-

warah. 

d. Penjadwalan Kembali tagihan Murabahah 

Dalam fatwa DSN NO: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjad-

walan kembali tagihan murabahah, jika nasabah tidak bisa melunasi 

tagihan dalam waktu yang telah disepakati, LKS dapat melakukan re-

scheduling dengan ketentuan sebagai berikut: 
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1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa 

2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya 

riil 

3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan 

kedua belah pihak. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan oleh peneliti da-

lam mengumpulkan data penelitiannya sesuai dengan standar ukuran yang te-

lah ditentukan. Menurut Profesor Sugiono, metode penelitian merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Adapun 

metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenom-

ena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Secara holistik dan 

cara deskripstif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami-

ah
28

. 

Penelitian deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu 

perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi 

objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat 

bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu
29

. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, ob-

servasi, dokumentasi, dan juga mengumpulkan data-data terkait. Penelitian 

                                                           
28

 Moleong, L. J.,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Bandung Rosdakarya. 2014), 19. 
29

 Leksono, S.,Penelitian Kualitatif Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode. (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 34. 
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ini menekankan pada kualitatif pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah 

Cabang Maesan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan langkah penting dalam melakukan 

penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi penilitian ini, maka akan mem-

permudah peneliti untuk melakukan penelitian.Adapun lokasi dalam 

penelitian ini dilakukan di Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yang 

beralamat di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. 

Pemilihan lokasi ini, dikarenakan Koperasi BMT-Maslahah Cabang 

Maesan memiliki catatan pembiayaan murabahah yang sangat banyak dan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Objek penelitian ini didasari da-

lam mendeskripsikan pembiayaan murabahah di Koperasi BMT-Maslahah 

Cabang Maesan.  

C. Subyek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan berupa informasi tentang situasi dan kondisi penelitian
30

. 

Menurut Arikunto subjek penelitian merupakan benda, hal atau orang yang 

dipermasalahkan dalam penelitian
31

. 

Pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian meru-

pakan orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti 

                                                           
30

 Moleong, L. J., Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 44. 
31

 Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka, 2016), 24 
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berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun subjek dalam 

penelitian ini yaitu internal dan eksternal. Dalam internal yaitu kepala 

cabang Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan  yakni Bapak Lutfi 

Hakim, S.T.H, dan 2 Account Officer Koperasi BMT-Maslahah Cabang 

Maesan yakni Muhammad Iqbal dan Abdurrahman, sedangkan untuk ek-

sternal yaitu 1 nasabah Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan yakni 

Bapak Zein. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor yang sangat pent-

ing dalam melakukan metode pengumpulan data. Penelitian ini 

menggunakan 2 sumber data, yaitu: 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada 

subjek informasi yang dicari
32

. Dalam penelitian ini, sumber data yang 

diperoleh secara langsung berdasarkan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan Account Officer (AO) Koperasi BMT-Maslahah 

Cabang Maesan. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh pihak lain, tidak 

langsung dari subjek penelitian tetapi dapat mendukung atau berkaitan 

                                                           
32

 Azwar, S., Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004), 55 
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dengan tema yang diangkat. Data sekunder didapatkan dari jurnal, 

artikel, dan internet
33

. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada-

lah meliputi beberapa hal, yaitu: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih un-

tuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topic tersebut
34

. Dalam wawancara 

peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada ba-

gian Account Officer (AO) Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan 

agar mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait objek penelitian 

dan mendapatkan hasil yang maksimal 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan- kegiatan yang 

terjadi di luar itu, makna latar, serta partisipasi orang-orang di dalam 

latar. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung 

menggunakan panca indra dalam mengamati dan memperhatikan objek 

yang diteliti kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting. Da-

                                                           
33

 Azwar, S., Metodologi Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2004), 57 
34

 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2009), 44 
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lam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan mengama-

ti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak
35

. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. 

Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumen-

tal dari seseorang. Dokumentasi dapat berupa video dan foto yang 

merupakan sumber data sekunder, karena data tersebut akan 

melengkapi dan berguna bagi peneliti
36

. 

Dokumen memegang peran penting selain wawancara dan ob-

servasi.Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis. Data 

yang tersedia bias berbentuk surat, dokumen resmi, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari dokumen yang mendukung 

tercapainya tujuan penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data dalam penelitian ini, seperti laporan pembiayaan yang 

dikeluarkan Koperasi BMT-Maslahah Cabang Maesan 

F. Keabsahan Data 

Data yang sudah terkumpul merupakan hal yang sangat penting da-

lam penelitian. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan tri-

angulasi. Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian kredibilitas di-

artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. 

Data dinyatakan valid peneliti dalam pelaporannya tidak ada perbedaan 

                                                           
35

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).( Bandung: 

Alfabeta, 2014), 45 
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).( Bandung: 

Alfabeta, 2014), 45 
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dengan apa yang terjadi sebenarnya pada objek yang diteliti. Beberapa tri-

angulasi menurut Sugiyono sebagai berikut
37

: 

1. Triangulasi sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara men-

gecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan, 

selanjutnya dimintakan kesepakatan dari berbagai sumber. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan membandingkan jawaban hasil wawancara 

terhadap pihak internal dan eksternal 

2. Triangulasi teknik  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara men-

gecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, 

dokumentasi. 

G. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari beberapa sumber seperti hasil wawancara, pengamatan yang 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan se-

bagainya. Setelah dipelajari dan ditelaah secara cermat, langkah selanjut-

nya peneliti melakukan reduksi data yang dilakukan dengan abstraksi. 

Menurut Djunaidi abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, 

proses dan pernyataan dari proses telaah data. Hal yang di lakukan peneliti 

                                                           
37

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.( Bandung: Alfabeta, 2007), 50 
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dalam melakukan abstraksi adalah mengumpulkan data kemudian me-

rangkum, melakukan pemilihan pada hal-hal pokok, setelah itu mereduksi 

data yang sudah dipilih agar lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang ingin 

diperlukan
38

. Penjabaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Menyajikan data baik itu primer maupun sekunder yang diperoleh dari 

objek analisis kelayakan pembiayaan murabahah. 

2. Kemudian dilakukan pengujian mengenai keabsahan data yang di-

peroleh, keabsahan data dapat diperoleh apabila sudah memenuhi kred-

ibilitas (derajat kepercayaan) yang mana data diperoleh asli dari objek 

tersebut, yaitu dengan cara pemeriksaan atau verification. 

3. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang 

sudah didapat dari objek tersebut. 

Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan data 

sekunder yang telah diperoleh dengan keterangan dari narasumber. Wa-

wancara tersebut dilakukan dengan orang yang mempunyai pengaruh ter-

hadap hasil penelitian, yaitu Account Officer. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam tahapan penelitian ini, peneliti menguraikan mengenai 

rencana dari pelaksanaan praktik penelitian yang hendak dilaksanakan 

oleh peneliti, berangkat dari tahap penelitian terdahulu, tahap penentuan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tahap pengumpulan 

data, tahap analisis, tahap pembahasan, tahap penarikan kesimpulan dan 

                                                           
38

 Djunaidi, G. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), 60 



43 

 

hingga sampai pada saat tahap penulisan laporan. Pada tahap-tahap 

penelitian tersebut meliputi tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap 

pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. 
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BAB IV 

 PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah BMT Maslahah Kantor Cabang Maesan 

Baitul mal wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang 

terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitulmaal 

lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana 

yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul 

tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial
39

. 

Koperasi BMT MASLAHAH yang semula bernama Koperasi 

BMT MMU (Maslahah Mursalah lil Ummah) berkedudukan di Jl. 

Raya Sidogiri No. 10 Desa Sidogiri Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan, berdiri pada tanggal 17 Juli 1997 M atau 12 Robi‟ul Awwal 

1418 H. Terbentuknya koperasi ini bermula dari sebuah keprihatinan 

dari para guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren 

Sidogiri menatap realita prilaku masyarakat yang cenderung kurang 

memerhatikan kaidah-kaidah syariah bidang muamalah, yaitu adanya 

praktik-praktik yang mengarah pada ekonomi ribawi yang dilarang 

tegas oleh agama
40

. 

2. Visi dan Misi BMT Maslahah Kantor Cabang Maesan 

Adapun visi dan misi pada BMT Maslahah Kantor Cabang 

Maesan, yaitu: 

                                                           
39

 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Prak-

tis,(Jakarta: Kencana, 2010), 363 
40

 Sumber : BMT Maslahah Kantor Cabang Maesan 



45 

 

VISI : 

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, tangguh, 

professional dan mampu memberikan pelayanan prima dalam 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 

MISI: 

a) Mengelola Koperasi dan unit usaha secara profesional dengan 

menerapkan prinsip “Good Corporate Governance” untuk 

menciptakan kesejahteraan anggota. 

b) Meningkatkan pelayanan dan peran serta pengembangan koperasi 

ke arah yang lebih maju dan produktif dalam mewujudkan 

penerapan syariah kaffah. 

c) Meningkatkan pembinaan anggota sebagai edukasi menuju 

koperasi yang berkualitas. 

d) Membangun kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan 

koperasi. 

e) Mengembangkan kepedulian sosial. 

Adapun total anggota pada BMT Maslahah Cabang Maesan 

tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel di bawah ini.  
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Kepala Cabang 

KB
L 

KBS
P 

(Kepala Bagian Legal) (Ketua Bagian Simpan 

Pinjam) 

AOP 

(Account Officer 

Penagihan) 

AO
A 

AOS
P 

(Account Officer 

Analisa) 

(Account Officer 

Simpanan Pembiayaan) 

Telle
r 

Tabel 4.1 

Jumlah anggota pada BMT Maslahah Cabang Maesan tahun 2020-2022 

3. Struktur Organisasi BMT Maslahah Kantor Cabang Maesan 

Adapun struktur organisasi dari BMT Maslahah Kantor Cabang 

Maesan dapat dilihat pada Gambar 4.1: 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

BMT Maslahah Cabang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BMT Maslahah Cabang Maesan 

 

Tahun Jumlah nasabah Jumlah pencairan 

2020 322 2.025.182.800 

2021 562 2.246.675.800 

2022 813 3.221.454.000 



47 

 

4. Ruang Lingkup Kerja BMT Maslahah Cabang 

Koperasi BMT Maslahah Cabang Maesan pada dasarnya sama 

dengan lembaga keuangan pada umumnya, yaitu menyediakan jasa 

keuangan. BMT Maslahah Cabang Maesan melakukan dengan cara 

menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, 

BMT juga melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. 

a) Tabungan 

1) Prosedur pembukaan rekening tabungan 

a. Calon anggota harus menunjukkan kartu identitas yang asli 

beserta fotocopy. 

b. Calon anggota diminta untuk mengisi formulir yang telah 

disediakan. 

c. Mencocokkan data formulir dengan kartu identitas calon 

anggota.Jika persyaratan sudah terpenuhi dan benar, petu-

gas BMT Maslahah akan menjelaskan beberapa hal terkait 

tabungan sampai calon anggota benar-benar paham. 

d. Calon anggota diminta mengisi slip untuk melakukan 

setoran, setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 

30.000 dengan biaya administrasi Rp. 5.000,. 

e. Petugas BMT Maslahah menyerahkan slip sebagai bukti 

bahwa calon anggota sudah melakukan setoran dan sah 

menjadi anggota. 

2) Persyaratan pembukaan tabungan 
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a. Kartu identitas asli dan fotocopy (KTP/SIM/Kartu Pela-

jar/Kartu Keluarga). 

b. Biaya administrasi pembukaan rekening Rp. 5.000,. 

b) Pembiayaan 

1) Prosedur permohonan pembiayaan 

a. Calon nasabah pembiayaan menunjukkan kartu identitas 

asli dan fotocopy. 

b. Petugas BMT Maslahah menjelaskan tentang jenis-jenis 

pembiayaan dan akad setiap pembiayaan. 

c. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan. 

d. Data akan dicek kembali oleh petugas BMT Maslahah, sep-

erti formulir yang telah diisi akan dicocokkan dengan data 

calon nasabah yang asli. 

e. Petugas BMT Maslahah akan melakukan survey terhadap 

calon nasabah. 

f. Jika semua data semua sudah selesai, pembiayaan calon na-

sabah akan terealisasikan. 

2) Persyaratan permohonan pembiayaan 

a. Syarat permohonan untuk umum 

1. Fotocopy kartu identitas (SIM/KTP) suami dan istri 

atau wali. 

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

3. Fotocopy surat nikah/akta cerai/akta kematian. 
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4. Fotocopy SPPT terakhir 

5. Barang atau jaminan 

6. Sudah menjadi anggota 

b. Syarat permohonan untuk badan usaha (PT, CV, Koperasi 

dan Yayasan) 

1. Fotocopy kartu identitas (SIM/KTP) pemohon dan pen-

gurus. 

2. Fotocopy akta pendirian dan perubahan  yayasan atau 

perusahaan. 

3. Fotocopy surat pengesahan pendirian badan hukum. 

4. Surat persetujuan dari pengurus badan usaha. 

5. Struktur organisasi dan pengurus badan usaha. 

6. Surat Keputusan (SK) pengangkatan. 

7. Fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK). 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data dan analisis membahas tentang uraian data dan 

temuan yang telah di dapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian 

dengan menerapkan metode dan prosedur yang telah di sebutkan didalam 

Bab III. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian beru-

pa observasi, wawancara dan dokumentasi  peneliti memperoleh data ten-

tang pembiayaan murabahah dalam prespektif fatwa dsn-mui nomor: 

4/dsn-mui/iv/2000 (studi kasus koperasi bmt-maslahah cabang maesan). 

Berikut adalah hasil penyajian data dari penelitian ini: 
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1. Penyerahan Uang Bukan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Di 

Koperasi BMT Maslahah Cabang Maesan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi Hakim, 

S.T.H sebagai kepala cabang di BMT Maslahah Cabang Maesan pada 

tanggal 15 November 2022 tentang pembiayaan murabahah di BMT 

Maslahah Cabang Maesan, beliau menyampaikan sebagai berikut: 

“Iya pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang 

didasari prinsip jual beli. Produk murabahah disini sangat dim-

inati masyarakat sekitar, dimana setiap tahunnya mengalami 

peningkatan dan selalu mendominasi. Soalnya murabahah ini 

mudah dipahami oleh masyarakat dikarenakan memakai prinsip 

jual beli kan, jadi masyarakat memandang seperti halnya jual 

beli tapi ada persyaratan dan akadnya
41

.” 

 

Sedangkan menurut Bapak Abdurahman selaku bagian Account 

Officer (AO) juga dalam wawancara pada tanggal 15 November 2022 

tentang pembiayaan murabahah di BMT Maslahah Cabang Maesan, 

beliau menjelaskan hal yang serupa sebagai berikut: 

“Pembiayaan murabahah itu ya seperti jual beli biasa 

dimana kita akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah 

untuk membiayai usahanya dan nasabah memberikan barang 

jaminannya. Adapun alasan disini menggunakan sistem pem-

biayaan murabahah dikarenakan dihalalkan dan sesuai dengan 

ajaran islam
42

.” 

 

Lebih lanjut Bapak Zein selaku salah satu anggota BMT 

Maslahah Cabang Maesan menyatakan bahwa: 
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“Pembiayaan murabahah itu setahu says seperti jual beli 

hanya saja sumber dananya itu berasal dari BMT Maslahah 

Cabang Maesan dan pembayarannya itu secara angsuran
43

.” 

 

Jadi, berdasarkan informasi di atas bahwasannya di BMT 

Maslahah Cabang Maesan pada pembiayaan murabahah ini memang 

sangat diminati masyarakat dan lebih mudah dipahami oleh 

masyarakat sekitar. Pengertian muraahah berdasarkan hasil tiga 

wawancara di atas dapat disimpulkan pembiayaan seperti jual beli 

biasa dimana BMT akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah 

untuk membiayai usahanya atau membeli barang kebutuhannya dan 

nasabah memberikan barang jaminannya kepada BMT. 

Selanjutnya untuk prosedur pengajuan pembiayaan dari 

anggota kepada pihak BMT akan dijelaskan sebagaimana hasil 

wawancara dengan bapak M. Iqbal selaku bagian Account Officer (AO) 

di BMT Maslahah Cabang Maesan sebagai berikut: 

“Untuk prosedur sama, yang membedakan itu di 

akadnya. Jadi kalo prosedur yang pertama dia harus jadi ang-

gota, syarat utama kan itu. Karena kita badan hukum koperasi 

tidak bisa memberikan pinjaman ataupun pelayanan kecuali 

pada anggota. Kedua, setelah jadi anggota kita lihat transaksi 

minimal tiga kali setoran tabungannya. Setelah itu baru bisa 

mengajukan, setelah mengajukan nanti kita kasih formulir. 

Formulir disitu tertulis penggunaannya untuk apa, jangka wak-

tunya berapa, pengajuannya berapa dan nanti disitu juga akan 

dilengkapi dengan fotokopi KTP, KK, Surat Nikah. Termasuk 

kalau untuk murabahah wakalah umum ataupun wakalah khu-

sus nanti disitu ada jaminan. Tapi kalau yang pembelian dari 

kita otomatis jaminan kan kita yang pegang dari dealer kita 

yang urus, BPKB langsung masuk kesini (BMT). Tapi kalau 

yang seperti pedagang di pasar, kadang jaminan berupa BPKB, 

setifikat rumahnya. Prosedurnya sama seperti itu. Dan itupun 
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dari pengajuan itupun tidak langsung kita ACC, sehingga nanti 

setelah penerimaan berkas nanti kita kasih (berkas tersebut) ke 

AO Analisa. Nanti dia ngecek kelengkapan berkasnya kalau 

memang sudah lengkap baru nanti kita akan survey. Nah, kalau 

untuk pembelian barang sendiri PBB (Pembelian Barang 

Barokah) sifatnya disitu harus ada DP minimal 25%. Setelah di 

survey ternyata oke baru kita jadwal pencairannya. Jadi 

prosedurnya sama seperti itu
44

.” 

Prosedur atau mekanisme pembiayaan dengan akad murabahah 

sama dengan pembiayaan atau produk dan jasa lainnya, hanya saja 

yang membedakan adalah akad yang digunakan. Prosedur yang 

digunakan mengacu pada peraturan tentang koperasi dimana pihak 

BMT tidak akan memberikan pelayanan produk dan jasa kecuali hanya 

pada anggota. Yang paling utama dalam pengajuan pembiayaan di 

BMT Maslahah Cabang Maesan adalah pertama harus menjadi ang-

gota BMT terlebih dahulu. 

Kemudian yang yang kedua setelah menjadi anggota BMT 

dilihat dari transaksinya minimal tiga kali setoran tabungan. Kemudian 

setelah kedua persyaratan utama tersebut telah terpenuhi maka anggota 

boleh mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah 

disediakan. Di dalam formulir tersebut tertulis pennggunaaan dana, 

nominal yang diajukan serta jangka waktu pembayaran atau pelunasan 

dilengkapi dengan berkas identitas diri seperti KTP, KK dan surat ni-

kah. Termasuk untuk pembiayaan akad murabahah dengan wakalah 

umum ataupun wakalah khusus terdapat jaminan yang harus dis-

erahkan oleh anggota kepada pihak BMT. Untuk jaminan pihak BMT 
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meminta surat-surat berharga seperti BPKB atau sertifikat rumah ter-

gantung besarnya nominal pembiayaan yang diajukan oleh anggota. 

Setelah pihak BMT menerima berkas-berkas persyaratan dari anggota 

BMT tidak langsung menyetujui, kelengkapan berkas-berkas persyara-

tan akan dicek dan di analisa oleh AO Analisa. Setelah berkas dinya-

takan sudah lengkap maka pihak BMT akan melakukan survey untuk 

memastikan alasan penggunaan dana tersebut sesuai dengan perjanjian. 

Setelah melakukan pengajuan pebiayaan murabahah latas 

bagaimana penyerahan barang yang dilakukan BMT Maslahah Cabang 

Maesan. Hal tersebut akan dijelaskan berdasarkan hasil wawancara 

dengan Bapak Lutfi Hakim, S.T.H sebagai kepala cabang di BMT 

tersebut: 

“Jadi gini mas, dalam pembiayaan murabahah pada 

dasarnya kami (BMT) yang membelikan barang yang 

dibutuhkan anggota, namun karena ada beberapa faktor yang 

membuat kami sulit dalam membelikan barangnnya sehingga 

kami berikan uangnya saja terhadap anggota
 45

.” 

 

Senada dengan Bapak Lutfi Hakim, S.T.H, Bapak Abdurahman 

selaku bagian Account Officer (AO) juga menyampaikan: 

“Setelah semua proses pengajuan pembiayaan lengkap, 

survei sudah di lakukan dan pengajuannya di ACC kami 

memberikan uangnya kepada anggota untuk dibelikan barang 

sesuai perjanjian
46

.” 
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Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT 

Maslahah Cabang Maesan benar ada dalam pembiayaan murabahah 

memberikan uang bukan barang terhadap nasabah. 

Ketika peneliti menanyakan alasan mengapa BMT Maslahah 

Cabanag Maesan tidak memberikan barang kepada nasabah, maka 

Bapak Lutfi Hakim, S.T.H menyatakan sebagai berikut: 

“Sebelumnya saya sudah menjelaskan jika ada beberapa 

faktor yang menyebabkan kami (BMT) tidak langsung 

memberikan barang kepada anggota, Pertama dikantor ini 

orangnya sedikit sehingga akan kekurangan orang jika ada 

yang ditugaskan membeli barang yang diinginkan anggota. 

Kedua, BMT memiliki cara sendiri supaya akad ini berkesuaian 

dengan peraturan yang berlaku
47

.” 

 

Bapak Abdurahman juga membenarkan hal tersebut dengan 

pernyataan sebagai berikut: 

“Alasan mengapa kami (BMT) tidak memberikan 

barang kepada anggota karena kami tidak menyediakan stok 

barang yang di inginkan nasabah, dan biasanya barang yang 

diinginkan anggota itu sudah nasabah tentukan lokasi 

penjualnya, sehingga kami memiliki cara sendiri supaya 

nasabah nyaman kami tidak melanggar peraturan
48

.”  

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan alasan 

mengapa BMT Maslahah Cabanag Maesan tidak memberikan barang 

kepada nasabah karena di BMT Maslahah Cabanag Maesan 

kekurangan tenaga pekerja dan BMT tersebut tidak menyediakan stok 

barang yang diinginkan nasabah.  
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2. Solusi Yang Digunakan Oleh BMT Maslahah Cabang Maesan Dalam 

Pembiayaan Murabahah  

BMT Maslahah Cabang Maesan menyediakan pembiayaan 

murabahah dalam bentuk wakalah umum dan wakalah khusus hal ini 

dijelaskan sebagaimana hasil wawancara di BMT Maslahah Cabang 

Maesan bersama Bapak Lutfi Hakim, S.T.H selaku kepala cabang 

sebagai berikut: 

“Kita gini, kalau untuk barang kita akan ada istilahnya 

seperti produk murabahah tapi dengan pembelian motor 

murabahah itu tidak ada sebatas kita beli, bahkan yang sering 

murabahah itu kita pakai murabahah wakalah umum dan 

murabahah wakalah khusus. Karena kita terbatas waktu juga, 

akhirnya kita wakalahkan ke anggota. Sedangkan dalam 

(menurut) Syafi‟i pun bay’u nafsihi linafsihi juga diper-

bolehkan. Sehingga anggota datang dua orang (suami dan istri), 

kita mewakilkan ke suaminya untuk dijual langsung kepada 

istrinya. Itu lebih afdhol, atau langsung kita mewakilkan kepa-

da anggota tersebut kemudian kita mewakilkan menjual barang 

tersebut kepada dirinya itu boleh. Sehingga yang sering kita 

pakai kita seperti itu (contoh yang kedua). Kecuali kalau 

orangnya, seperti barang-barang yang memang (dipesan) jelas, 

ciri-cirinya jelas, misalnya orang mau beli HP merek apa, 

tipenya apa, baru kita cari dulu begitu dapet baru kita kasih. 

Kalau untuk pedagang, kaya untuk dipasar mereka kan jualan 

baju dan lain-lain kita pakenya wakalah umum. Seperti itu. Ka-

lau motor itu kalau udah spesifikasinya jelas tergantung 

orangnya (anggota), apa BMT yang membelikan atau mau beli 

sendiri? Kalau dia ingin membeli sendiri, maka kita wakala-

hkan kepada dia, wakalah khusus. Jadi kita tinggal minta bukti 

setelah pembelian dibawa kesini
49

.” 

 

Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan pem-

belian motor menggunakan tambahan akad wakalah khusus. Dari hasil 

wawancara, wakalah khusus adalah saat anggota mengajukan pem-
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biayaan untuk pembelian motor dan pihak BMT menyetujui kemudian 

untuk transaksi tersebut pihak BMT menggunakan akad murabahah. 

Setelah pihak BMT menyetujui dan berserdia memberikan pembiayaan 

kepada anggota saat itu juga pihak BMT akan mewakilkan pembelian 

motor kepada anggota dan pihak BMT juga mewakilkan penjualan mo-

tor tersebut kepada anggota itu sendiri. Alasan pihak BMT mewakil-

kan pembelian dan penjualan sekaligus kepada anggota adalah karena 

dalam madzhab syafi‟i bay‟u nafsihi linafsiihi diperbolehkan dan juga 

karena keterbatasan waktu. Sehingga setelah anggota mendapatkan 

motor yang diinginkan maka anggota tidak perlu kembali lagi menye-

rahkan motor tersebut kepada pihak BMT kemudian dilanjutkan 

dengan penjualan dari pihak BMT kepada anggota. 

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan penerapan akad muraba-

hah dengan tambahan akad wakalah umum akan dijelaskan se-

bagaimana hasil wawancara berikut: 

“Kalau untuk pedagang, kayak untuk dipasar mereka 

kan jualan baju dan lain-lain kita pakenya wakalah umum. Iya, 

karena kan gini seperti pedagang baju misalnya, kita kan gak 

tau mau dibelanjakan untuk ukuran berapa, model apa, sehing-

ga kita pokoknya gelondongan ini saya wakilkan ini uang lima 

juta tolong belikan baju yang diinginkan (anggota). Sehingga 

ketika dia (anggota) menerima dengan bilang “iya pak saya 

bersedia untuk membelikan” baru kita bilang barang tersebut 

setelah dibeli kita jual (kepada pedagang) dengan harga sekian, 

saya jual kepada bapak. Sehingga disitu, disamping dia (peda-

gang) jadi muwakili (orang yg mewakili pembelian) dia juga 

menjadi pembeli (musytari)
50

.” 
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Penerapan akad murabahah dengan tambahan akad wakalah 

umum terdapat pada produk pembiayaan modal usaha. Misalnya peda-

gang baju mengajukan pembiayaan untuk modal usaha bajunya dan 

pihak BMT menyetujuinya dengan menggunakan akad murabahah dit-

ambah dengan akad wakalah umum. Aplikasinya adalah pihak BMT 

memberikan modal usaha dengan nominal yang anggota ajukan 

kemudian ketika disepakati dengan akad murabahah maka kemudian 

pihak BMT mewakilkan pembelian untuk keperluan modal usaha baju 

tersebut kepada anggota kemudian saat itu juga pihak BMT berpesan 

setelah anggota telah membeli dan mendapatkan barang keperluan 

usahanya maka BMT menjualnya secara langsung kepada nasabah 

dengan harga perolehan ditambah keuntungan untuk pihak BMT yang 

telah disepakati diawal akad murabahah. Sehingga anggota tidak perlu 

kembali ke BMT menyerahkan barang yang telah dia beli kepada 

pihak BMT. 

Maka kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika dari pihak 

anggota melakukan kecurangan. Misalnya saja penggunaan dana yang 

harusnya dibelikan motor ternyata tidak dibelikan sebagaimana yang 

telah disepakati antara anggota dengan pihak BMT. Jawaban pihak 

BMT terkait kemungkinan kecurangan yang bisa saja dilakukan ang-

gota akan dijelaskan sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Nah yang dikhawatirkan itu kita mewakilkan untuk 

barang ini (yang telah disetujui) dibelikan nggak (oleh 

anggota)? Nah itu, bahasanya jawanya sembrono. Sehingga 

kalau umpama ada taqossur/taqsir (kecurangan) dari anggota 
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itu bukan kesalahan kita. Kesalahan dari dia. Dan itupun, kita 

nggak mungkin meng-ACC orang-orang yang menurut kita 

nggak bisa dipercaya. Karena kita udah survei, analisa bagus 

maka kita berani wakalahkan
51

. 

 

Pihak BMT menyebut penyelewengan atau kecurangan yang 

mungkin dilakukan oleh anggota dengan istilah taqossur/taqsir. Pihak 

BMT beranggapan bahwa kalau terjadi kecurangan yang dilakukan 

anggota pembiayaan adalah diluar tanggung jawab BMT, karena BMT 

hanya memberikan atau menyetujui pembiayaan yang diajukan 

anggota berdasarkan survei sebelumnya. Hasil survei dan analisis dari 

AOSP (Account Officer survei pembiayaan) itulah yang mendasari 

kepercayaan BMT untuk memberikan atau menyetujui pengajuan 

pembiayaan anggota. 

Dalam hal pemberian pembiayaan pihak BMT dan juga untuk 

menghindari taqossur dari anggota, pihak BMT mengutamakan 

penggunaan dana yang diajukan anggota. Pihak BMT tidak 

mengutamakan jaminan, hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Nah iya, diluar perjanjian. Sehingga kan kita ketika 

ada orang yang mengajukan yang kita utamakan dari formulir 

kita lihat pengunaan dananya untuk apa. Itu yang jadi garis 

besar. Kemudian, ketika dia menulis pengunaan dananya untuk 

ini baru kita survei. Kalo point pertama tidak sesuai dengan 

yang dia tulis itu udah (dibatalkan). Karena kita dalam jasa 

keuangan kita lebih pada penggunaannya bukan pada jaminan, 

jaminan itu nomer sekian. Kecuali kalau terlalu ribet baru kita 

pakai jaminan. Jadi umpama jaminan BPKB motor, sehingga 

motornya kita beli. Anggota umpama ngajuin sepuluh (juta) 

nanti ini motor kita beli yah sepuluh juta, ini kuncinya. Deal 

kita beli. Nanti kita nanya, „bapak butuhkan motor untuk ini 
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(keperluan bapak)?‟ nah sehingga disitulah kita pake murbahah 

bil ijarah. Sehingga yang tadi kita beli (motor tadi) kita 

ijarahkan ke anggota, „bapak ini saya sewakan motor kepada 

bapak perbulan sekian (rupiah), dengan hitungan nanti ketika 

total yang kita minta lunas nanti secara penuh kita kasihkan hak 

milik kepada bapak. Nah sehingga begitu lunas nanti nggak 

butuh akad lagi, karena di awal sudah di katakan pokoknya 

begitu lunas menjadi hak milik bapak (anggota)
52

.” 

 

Menurut pihak BMT ketika anggota mengajukan pembiayaan 

dan mengisi formulir, hal yang paling pertama di lihat dalam formulir 

adalah rencana penggunaan dana. Sehingga ketika di survei ternyata 

antara rencana penggunaan dana dengan fakta di lapangan tidak sesuai 

maka BMT tidak akan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut. 

Fakta di lapangan BMT peroleh berupa informasi dari tempat usaha 

atau tetangga anggota. Kemudian pihak BMT akan meminta jaminan 

BPKB motor anggota untuk dibeli sesuai dengan harga pasar. 

Misalnya, nominal yang anggota ajukan sepuluh juta rupiah maka 

pihak BMT membelinya dengan harga tersebut kemudian BMT 

menyewakan motor yang dibeli kepada anggota dengan harga sewa 

perbulannya. Sehingga ketika anggota telah melunasi jumlah yang 

sepuluh juta rupiah tadi maka motor tadi sudah menjadi hak milik 

anggota lagi dan tidak memerlukan akad lagi. 

Kemudian setelah pembiayaan di setujui dan di cairkan oleh 

BMT maka akan ada pengawasan dilapangan. Pengawasan 
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penggunaan dana pembiayaan akan dijelaskan sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

“Kadang-kadang ketika angsuran pertama kita cek, 

kadang temen-temen sekalian pulang juga mengecek. Misalnya 

pembelian mobil atau motor, kok sampe seminggu nggak ada 

dirumahnya baru kita konfirmasi “kok gak ada barangnmya ini 

pak?‟ kita memastikan. Tapi selama ini alhamdulillah yang 

pake murabahah wakalah umum atau khusus sesuai (dengan 

perjanjian). Sehingga disitu, umpama beli mobil kok dapetnya 

motor nah disitu kita konfirmasi „pak dulu kan akadnya beli 

mobil kok dapetnya motor?‟ kemudian anggota menjelaskan 

alasannya nah disitu kan diluar tangung jawab kita. Kalau 

umpamapun seperti itu, kita ngecek ke belakangnya (angsuran). 

Bener nggak angsurannya? Ketika seperti itu berarti ada taqsir 

di awalnya. Tapi kalau lancar berarti itu bener-bener butuh. 

Tapi kalau angsurannya kok agak nyendat-nyendat telat 

seminggu atau dua minggu kita lihat ekonominya. Kalau 

telatnya sampe tiga bulan berarti orangya nggak bener. Kalau 

kendala taqsir/taqossur emang bener ada
53

.” 

 

Dalam hal pengawasan penggunaan dana dari BMT kepada 

anggota pembiayaan, BMT akan mengawasi dari bulan pertama 

angsuran. Pihak BMT juga mengawasi penggunaan dananya dengan 

memanfaatkan waktu diluar jam kantor untuk memastikan bahwa 

penggunaan dananya sesuai dengan perjanjian. Misalkan pembiayaan 

untuk pembelian motor, ketika jam pulang kantor ada dari karyawan 

BMT yang mengecek kerumah anggota apakah sudah dibelikan motor 

tersebut. Ketika di dapati ternyata dalam waktu yang cukup lama 

belum ada bukti fisik pembelian motor maka pihak BMT akan segera 

menelfon anggota untuk menanyakan penggunaan dana yang telah 

disepakati di awal perjanjian. 
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Sedangkan dalam hal kendala yang dihadapi pihak BMT dalam 

menyalurkan pembiayaan kepada anggota akan dijelaskan 

sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Di lembaga keuangan manapun kendala pasti ada, 

karena disitu ada beberapa faktor. Terutama faktor yang sering 

terjadi itu faktor ekonomi, itu yang paling sering terjadi. Kedua 

faktor lingkungan, apakah itu permaslahan keluarga. Cuman 

yang paling banyak itu faktor ekonomi
54

.” 

Pihak BMT mengakui bahwa setiap lembaga keuangan 

manapun pasti mendapati kendala dalam operasional, tidak terkecuali 

di BMT Maslahah Cabang Maesan. Pihak BMT menjelaskan bahwa 

ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam hal pembiayaan. 

Faktor yang paling banyak di temui BMT adalah faktor ekonomi yang 

membuat anggota susah melakukan kewajibannya untuk melunasi 

angsuran yang telah disepakati di awal. 

Sedangkan dari sisi anggota, alasan mereka lebih tertarik 

bergabung dan mengajukan pembiayaan di BMT Maslahah Cabang 

Maesan  adalah karena proses dan prosedurnya yang relatif mudah dan 

gampang serta lokasi BMT yang dekat adalah alasan mereka memilih 

bergabung menjadi anggota BMT tersebut. Menurut mereka jika 

dibandingkan dengan bank, BMT Maslahah Cabang Maesan lebih 

mudah dalam hal pelayanan dan prosedur pembiyaan 
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3. Hubungan Pembiayaan Murabahah Dengan Fatwa DSN-MUI No-

mor:4/DSN-MUI/IV/2000. 

Sebagai sebuah lembaga keuangan syariah yang mana dalam 

hal operasionalnya menggunakan prinsip syariah hendaknya setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh BMT Maslahah Cabang Maesan tidak 

bertentangan dengan prinsip dan ketentuan syariah dalam hal ini Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Dari penjelasan mengenai aplikasi pembiayaan dengan akad 

murabahah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan melakukan 

analisa terhadap aplikasi akad murabahah tersebut. Apakah aplikasi 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip syariah 

sesuai dengan fatwa DSN-MUI. 

Adapun penjelasan terkait pengaplikasian pembiayaan 

murabahah di BMT Maslahah Cabang Maesan dihubungkan dengan 

Fatwa DSN-MUI Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut: 

a. Rukun dan Syarat Murabahah 

Pengaplikasian pembiayaan murabaha di BMT Maslahah 

Cabang Maesan yakni Pertama, anggota mendatangi BMT untuk 

mengajukan permohonan pembiayaan. Kedua, anggota dan pihak 

BMT sepakat untuk melakukan transaksi murabahah. Ketiga, 

anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian 

sepeda motor. Keempat, anggota bersedia untuk membayar 
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kembali dengan cara diangsur setiap bulan sampai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

Lebih lanjut terkait dengan rukun dan syarat murabahah 

berdasarkan Fatwa DSN MUI adalah Pertama, bank dan nasabah 

harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, barang 

yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari‟ah Islam. 

Ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian 

barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, bank 

membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, 

dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kelima, bank harus 

menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, 

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Keenam, bank 

kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 

dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam 

kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok 

barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Ketujuh, 

nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 

pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kedelapan, untuk 

mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, 

pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 

Pengaplikasian pembiayaan murabahah diatas dengan 

ketentuan Fatwa DSN MUI tidak ditemukan unsur ketidak sesuaian 

dalam rukun dan syarat murabaha. Objek dalam akad ini bukan 
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termasuk barang yang dilarang oleh syariat islam serta jelas dan 

sah menurut hukum islam. Objek yang dimaksudkan dalam 

transaksi ini adalah sepeda motor. Dalam transaksi akad 

murabahah tidak terdapat unsur riba, dimana BMT menjalankan 

operasionalnya berdasarkan ketentuan syariah 

b. Wakalah dalam Murabahah 

Pada transaksi murabahah di BMT Maslahah Cabang 

Maesan setelah anggota menunjukan dokumen atau surat identitas 

data diri untuk syarat administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat 

administrasi oleh pihak BMT maka BMT akan mengabulkan 

permohonan pembiayaan tersebut. Kemudian pihak BMT 

mewakalahkan pembelian sepeda motor yang diinginkan 

anggota kepada anggota itu sendiri. Setelah barang sudah dibeli, 

kemudian anggota akan menelpon pihak BMT untuk 

memberitahuka n bahwa dia telah melaksanakan amanah untuk 

membeli barang berupa sepeda motor. Saat itu juga antara anggota 

dengan pihak BMT mengadakan penawaran kepada nasabah yang 

kemudian dilanjutkan dengan akad murabahah. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 

tentang murabahah bagian pertama, nomor 3 dan 4 disebutkan 

bahwa:  Pertama, bank membiayai sebagian atau seluruh harga 

pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Kedua, 



65 

 

bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba 

Aplikasi pembiayaa n murabahah telah sesuai dengan 

ketentuan syariah dan fatwa DSN-MUI dimana akad wakalah 

dalam transaksi ini dilakukan sebelum akad murabahah. Yang 

artinya bahwa akad murabahah dilakukan setelah barang secara 

prinsip telah menjadi milik pihak BMT yang pembeliannya 

diwakalahkan kepada anggota. Hal ini sebagaiman a telah ditulis 

dalam kontra klausul perjanjian akad murabahah dengan wakalah 

khusus pasal 2 tentang transaksi wakalah dan murabahah di BMT 

Masalahah Cabang Maesan. 

c. Jaminan dalam Transaksi Murabahah 

Dalam transaksi pembiayaan akad murabahah pada BMT 

Maslahah Cabang Maesan, pihak BMT meminta jaminan kepada 

anggota dimana nilai taksirannya harus lebih tinggi  dari nominal 

pembiayaan yang diajukan anggota tersebut. hal ini sebagaimana 

tertulis dalam klausul kontrak perjanjian akad murabahah wakalah 

khusus pasal 5 tentang agunan atau jaminan. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 

dimana LKS, dalam hal ini BMT, boleh mengadakan perjanjian 

khu-sus atau meminta ja-minan kepada anggota agar anggota serius 

dengan pe-sananannya. 
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Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana 

jaminan yang anggota serahkan kepada pihak BMT bertujuan agar 

anggota serius tehadap barang pesanannya 

d. Uang Muka dalam Transaksi Murabahah 

Dalam pembiayaan mura-bahah dengan wakalah khusus 

untuk pembelian ba-rang, motor misalnya, pihak BMT meminta 

uang muka 25% dari harga atau nominal pembiayaan yang anggota 

ajukan. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 

tentang murabahah bagian  kedua perihal  ketentuan murabahah 

kepada nasabah disebutkan bahwa: Dalam jual beli ini bank 

dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat 

menandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

Hal ini telah sesuai dengan syariah dalam hal ini fatwa 

DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/20 00 tentang murabahah bagian 

kedua perihal ketentuan murabahah kepada nasabah. 

e. Ta‟zir/denda 

Yang menjadi larangan dalam transaksi akad murabahah di 

BMT Maslahah Cabang Maesan adalah anggota dilarang 

melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak BMT serta 

dilarang mengalihkan (menjual/mengh ibahkan) barang jaminan 

selama perjanjian belum berakhir. Denda atau sanksi yang 

dikenakan kepada anggota jika terjadi hal tersebut adalah pihak 
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BMT akan segera mengakhiri perjanjian dan meminta anggota 

untuk melunasi seluruh hutangnya. Hal ini tertulis dalam klausul 

kontrak perjanjian akad murabahah pasal 10 tentang larangan dan 

sanksi. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 

tentang murabahah bagian kelima perihal penundaan pembayaran 

dalam murabahah disebutkan bahwa: Jika nasabah menunda-nunda 

pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak 

menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak tercapai 

kesepakatan melalui musyawarah. 

Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang mura-bahah perihal ketentuan umum dimana 

dijelaskan bahwa untuk mencegah ter-jadinya penya-lahgunaan 

atau kerusakan akad maka pihak BMT (LKS pada umunya) dapat 

mengadakan perjanjian khu-sus dengan anggota 

Selanjutnya, berdasarkan prosedur pembiayaan murabahah, 

terutama untuk pembelian motor dan mobil, di BMT Maslahah Cabang 

Maesan dapat diketahui bahwa pihak BMT dalam transaksi murabahah 

ini bertindak sebagai sebagai penjual. Karena pada penyerahan berkas-

berkas permohonan anggota disetujui oleh kedua pihak barang belum 

sepenuhnya menjadi milik dan kuasa dari pihak BMT akan tetapi bisa 

diperkirakan waktu penyerahannya kepada anggota yang mengajukan 
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pembiayaan. Apabila kita melihat syarat-syarat yang menjadi prinsip 

dari akad murabahah adalah barang yang menjadi objek murabahah 

harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan kekuasaan dari pihak BMT 

sebagai penjual, tidak boleh menjual sesuatu yang belum menjadi 

milik dan kuasa dalam akad murabahah. Akan tetapi dalam transaksi 

murabahah di BMT Maslahah Cabang Maesan, setelah pihak BMT 

menyetujui permohonan dengan melihat kelengkapan dokumen atau 

berkas yang menjadi syarat administrasi kemudian pihak BMT 

mewakalahkan (memberi kuasa) pembelian barang yang diinginkan 

anggota kepada anggota itu sendiri. Setelah barang telah dibeli oleh 

anggota maka anggota memberitahukan kepada pihak BMT, biasanya 

by phone, bahwa dia telah membeli barang tersebut. Pada saat itu ba-

rulah terjadi proses penawaran dari pihak BMT kepada anggota, se-

hingga akad murabahah dilakukan setelah barang sudah menjadi milik 

BMT yang mana pembeliannya diwakalahkan kepada anggota. Hal ini 

dibolehkan atau dengan kata lain telah sesuai dengan prinsip syariah. 

C. Pembahasan Temuan 

1. Penyerahan Uang Bukan Barang Dalam Pembiayaan Murabahah Di 

Koperasi BMT Maslahah Cabang Maesan 

Salah satu akad dalam fiqih yang populer digunakan dalam 

lembaga keuangan syariah di dunia, terutama lembaga keuangan 

syariah di Indonesia adalah akad murabahah baik lembaga bank 

maupun non bank seperti halnya Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). 
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Pembiayaan dengan mengunakan akad murabahah menjadi produk 

unggulan di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Termasuk dida-

lamnya adalah BMT Maslahah Cabang Maesan. 

Produk pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Maslahah 

Cabang Maesan masih menjadi pilihan utama dan mempunyai porsi 

yang lebih dominan jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan 

akad yang lain. Menurut pihak BMT, alasan mengapa akad murabahah 

mempunyai porsi yang dominan yaitu karena prosesnya yang lebih 

mudah dan sederhana serta standar operasionalnya yang lebih mudah 

di pahami. 

Dalam pembiayaan murabahah pada dasarnya BMT Maslahah 

Cabang Maesan yang harus membelikan barang yang dibutuhkan 

anggota, namun karena ada beberapa faktor yang membuat BMT 

tersebut sulit dalam membelikan barangnnya sehingga BMT 

memberikan uang bukan barang terhadap nasabahnya. 

Beberapa faktor yang menyebabkan BMT tersebut tidak 

langsung memberikan barang kepada anggota adalah pertama, di BMT 

petugasnya sedikit sehingga akan kekurangan petugas jika ada yang 

ditugaskan membeli barang yang diinginkan nasabah, kedua, BMT 

memiliki cara sendiri supaya akad ini berkesuaian dengan peraturan 

yang berlaku. Ketiga, BMT tidak menyediakan stok barang yang 

diinginkan nasabah 
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2. Solusi Yang Digunakan Oleh BMT Maslahah Cabang Maesan Dalam 

Pembiayaan Murabahah 

Terdapat solusi dalam pembiayaan murabahah di BMT 

maslahah cabang maesan yakni dengan menggunakan akad wakalah 

baik wakalah khusus maupun wakalah umum. Wakalah khusus adalah 

saat anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian motor dan 

pihak BMT menyetujui kemudian untuk transaksi tersebut pihak BMT 

menggunakan akad murabahah. Setelah pihak BMT menyetujui dan 

berserdia memberikan pembiayaan kepada anggota saat itu juga pihak 

BMT akan mewakilkan pembelian motor kepada anggota dan pihak 

BMT juga mewakilkan penjualan motor tersebut kepada anggota itu 

sendiri. Alasan pihak BMT mewakilkan pembelian dan penjualan 

sekaligus kepada anggota adalah karena dalam madzhab syafi‟i bay‟u 

nafsihi linafsiihi diperbolehkan dan juga karena keterbatasan waktu. 

Sehingga setelah anggota mendapatkan motor yang diinginkan maka 

anggota tidak perlu kembali lagi menyerahkan motor tersebut kepada 

pihak BMT kemudian dilanjutkan dengan penjualan dari pihak BMT 

kepada anggota. 

Penerapan akad murabahah dengan tambahan akad wakalah 

umum terdapat pada produk pembiayaan modal usaha. Misalnya peda-

gang baju mengajukan pembiayaan untuk modal usaha bajunya dan 

pihak BMT menyetujuinya dengan menggunakan akad murabahah dit-

ambah dengan akad wakalah umum. Aplikasinya adalah pihak BMT 
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memberikan modal usaha dengan nominal yang anggota ajukan 

kemudian ketika disepakati dengan akad murabahah maka kemudian 

pihak BMT mewakilkan pembelian untuk keperluan modal usaha baju 

tersebut kepada anggota kemudian saat itu juga pihak BMT berpesan 

setelah anggota telah membeli dan mendapatkan barang keperluan 

usahanya maka BMT menjualnya secara langsung kepada nasabah 

dengan harga perolehan ditambah keuntungan untuk pihak BMT yang 

telah disepakati diawal akad murabahah. Sehingga anggota tidak perlu 

kembali ke BMT menyerahkan barang yang telah dia beli kepada 

pihak BMT. 

3. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah Prespektif Fatwa DSN-MUI 

Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000. 

Dari penjelasan mengenai praktek pembiayaan dengan akad 

murabahah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan 

melakukan analisa terhadap praktek akad murabahah tersebut. 

Apakah praktek tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan 

prinsip syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI analisa tersebut se-

bagai berikut: 

a. Rukun dan Syarat Murabahah 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 

tentang murabahah: 

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang 

bebas riba. 
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2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah 

Islam. 

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian ba-

rang yang telah disepakati kualifikasinya. 

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 

(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keun-

tungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara 

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 

diperlukan. 

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati terse-

but pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan 

akadtersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khu-

susdengan nasabah. 

b. Wakalah dalam Murabahah 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 

tentang murabahah bagian pertama, nomor 3 dan 4 disebutkan 

bahwa: 
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1) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian ba-

rang yang telah disepakati kualifikasinya. 

2) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 

c. Jaminan dalam Transaksi Murabahah 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN- MUI/IV/2000 

dimana  LKS, dalam hal ini BMT, boleh mengadakan perjanjian 

khusus atau meminta jaminan kepada anggota agar anggota serius 

dengan pesananannya. 

d. Uang Muka dalam Transaksi Murabahah 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang murabahah bagian kedua perihal ketentuan murabahah 

kepada nasabah disebutkan bahwa: Dalam jual beli ini bank di-

bolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat me-

nandatangani kesepakatan awal pemesanan. 

e. Ta‟zir/denda 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang murabahah bagian kelima perihal penundaan pembayaran 

dalam murabahah disebutkan bahwa: Jika nasabah menunda-

nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tid-

ak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepaka-

tan melalui musyawarah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. BMT tidak secara langsung memasok barang kepada anggota karena 

beberapa alasan. Pertama, organisasi tidak memiliki banyak petugas, 

yang berarti bahwa jika seseorang ditugaskan untuk membeli barang 

yang diinginkan pelanggan, tidak akan ada cukup petugas untuk 

melakukannya. Kedua, BMT melakukan segala sesuatunya dengan 

caranya sendiri untuk memastikan bahwa kontrak ini sesuai dengan 

semua hukum yang berlaku. Ketiga, BMT tidak memiliki barang yang 

diinginkan nasabah.  

2. Di BMT maslahah cabang maesan, ada solusi untuk pembiayaan 

murabahah: memanfaatkan akad wakalah, baik yang bersifat khusus 

maupun umum. Ketika anggota mengajukan pembiayaan, misalnya 

untuk membeli sepeda motor, dan BMT memberikan persetujuan, 

maka digunakan wakalah khusus. Akad murabahah digunakan untuk 

transaksi tersebut. Sedangkan akad wakalah yang bersifat umum 

dilacak pada item pembiayaan modal usaha. 

3. Rukun dan syarat murabahah di BMT-Maslahah Sejahtera Cabang 

Maesan telah sesuai dengan ketentuan syariah, dimana rukun dan 

syarat dalam akad murabahah telah terpenuhi. Ketika akad wakalah 

dalam transaksi ini dilakukan sebelum akad murabahah, maka 

Wakalah dalam Murabahah di Koperasi BMT-Maslahah Cabang 
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Pembantu Maesan telah sesuai dengan ketentuan syariah dan fatwa 

yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Selain itu, jaminan dalam Bursa 

Murabahah juga sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana jaminan yang 

diserahkan individu kepada BMT bertujuan untuk membuat individu 

fokus terhadap barang dagangannya yang telah diatur. 

B. Saran 

1. Para pemangku kepentingan harus mengetahui aturan-aturan yang 

harus diikuti ketika melakukan pembiayaan murabahah di BMT 

Maslahah Cabang Maesan, terutama dalam pandangan hukum Islam. 

2. Tidak disarankan untuk melakukan akad wakalah dan akad murabahah 

secara bersamaan. Setelah barang secara prinsip telah menjadi milik 

penjual, baru dilakukan akad murabahah. Menggunakan kontrol 

Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan dan distribusi produk, 

khususnya produk pembiayaan akad murabahah, secara maksimal 

3. Kesesuaian konsep syariah dan penerapannya dalam kegiatan 

operasional bertujuan untuk menjaga kemurnian produk yang 

berlandaskan syariah, yang juga terkait dengan kehalalannya, 

khususnya bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Karena 

dunia bisnis berubah begitu cepat, inovasi dalam transaksi keuangan 

syariah tidak dapat dihindari. Meskipun demikian, kemajuan bisnis 

yang cepat ini bukanlah alasan bagi lembaga keuangan syariah untuk 

tidak fokus pada standar permainan dalam standar syariah yang 

berlaku. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Apa Yang Dimaksud Dengan Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah 

Cabang Maesan? 

2. Berapa Banyak Nasabah Yang Mengambil Pembiayaan Murabahah Di BMT- 

Maslahah Cabang Maesan? 

3. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan? 

 

4. Bagaimana   Penyerahan   Barang   Kepada   Nasabah   Dalam   Produk Pembiayaan 

Murabahah Di BMT-Maslahah Cabang Maesan? 

5. Mengapa BMT-Maslahah Cabang Maesan Tidak Memberikan Barang Kepada Na-

sabah? 

6. Solusi Apa Yang BMT Lakukan Dalam Penyerahan Uang Pembiayaan Murabahah Di 

BMT-Maslahah Cabang Maesan? 

7. Bagaimana Jika Pihak Anggota Melakukan Kecurangan? 

 

8. Bagaimana Mengatasi Anggota Yang Melakukan Kecurangan? 

 

9. Apakah   Terdapat   Pengawasan   Dari Pihak BMT Terhadap Nasabah Selama 

Pembiayaan Murabahah Berlangsung? 

10. Apakah Terdapat Kendala Dalam Penaluran Pembiayaan Murabahah Di BMT- 

Maslahah Cabang Maesan? 
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